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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Aparatur Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang ASN no. 5 tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Aparatur sipil negara merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

untuk mencapai tujuan bangsa. Aparatur Sipil Negara selain sebagai pelayan publik, juga 

memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan juga perekat dan pemersatu bangsa. 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen 

DPR RI) adalah elemen penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang 

DPR RI. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi untuk dukungan 

Administrasi dan keuangan kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan untuk dukungan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Kepala Badan Keahlian Dewan untuk dukungan 

keahlian kepada Dewan, dan seorang Inpektur Utama untuk melaksanakan tugas 

pengawasan internal. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS Setjen DPR RI adalah Pegawai Negeri 

Sipil yang bekerja pada unit kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

 Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dilakukan pengembangan Pegawai 

Negeri Sipil yang sesuai dengan peraturan kepegawaian dan  menciptakan kualitas Pegawai 

Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik diperlukan upaya 

peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan, dan pengembangan 

kompetensi serta wawasan.  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa 

percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun 

integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta 

kompetensi bidang. 

Pelatihan ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Ber-AKHLAK 

(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kompeten), 

serta prinsip-prinsip SMART ASN dan Manajemen ASN. Penerapan nilai-nilai ini 

memastikan bahwa kontribusi CPNS mendukung peningkatan kinerja dan integritas 

organisasi secara keseluruhan. 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (PNS); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksaan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;  

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang V Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Di Sekretariatjenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah tersedianya panduan Tata 

penulisan Labeling Undangan secara digital yang nantinya dapat digunakan 

sebagai panduan Pengelola Protokol dalam menjalankan tugas keprotokolan  di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mendorong CPNS untuk 

mengaplikasikan nilai-nilai SMART ASN dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab jabatannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas.  
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D. MANFAAT 

Manfaat pelaksanaan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS dapat dibagi 

menjadi manfaat bagi peserta pelatihan dan manfaat bagi unit kerja sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Peserta Pelatihan (Penulis): 

• Mengimplemebtasikan nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan, dan 

nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK di lingkungan kerja. 

• Peserta akan mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, 

terutama dalam berpikir kritis untuk menganalisis permasalahan yang ada 

di lingkungan kerja. 

2. Manfaat bagi Unit Kerja (Pusat Analisis Keparlemenan): 

a. Dapat menjadi pedoman bagi staf protokol DPR RI yang akan 

melaksanakan tugas pembuatan Labelling Undangan sebuah acara atau 

upacara di bagian Protokol DPR RI.  

b. Menghindari kesalahan dalam cara tata penulisan dan format labelling 

undangan sebuah acara atau upacara   yang diadakan oleh DPR RI.  
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 

A. VISI & MISI ORGANISASI 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen 

DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai 

Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Perpres Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI) dinyatakan 

bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan 

DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

  Visi Sekretariat Jenderal DPR RI 

“Terwujudnya DPR RI sebagai Pilar Demokrasi Substansial yang Modern, 

Aspiratif, Responsif, dan Akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.” 

  

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI 

1. Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan fungsi dan peran DPR 

RI yang efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara 

2. Mewujudkan tata keloa kelembagaan DPR RI yang dinamis (dynamic 

parliament governance) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam 

rangka kerangka reformasi birokrasi. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Biro Protokol dan Hubungan 

Masyarakat menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan serta pengelolaan arsip dan perpustakaan.  
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1. Visi Biro Protokol & Hubungan Masyarakat 

Visi dari Pimpinan Tinggi Pratama Biro Protokol adalah “Terwujudnya 

penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal secara Profesional”  

2. Misi Biro Protokol & Hubungan Masyarakat 

Sedangkan Misi dari Biro Protokol adalah:  

a. Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan, Alat 

Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

serta Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.  

b. Terselenggaranya dukungan keprotokolan kepada Pimpinan, Alat Kelengkapan 

Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian di bandara.  

c. Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.  

d. Terselenggaranya penyaluran delegasi masyarakat dan penyelenggaraan urusan 

logistik keprotokolan. 

B. STRUKTUR ORGANISASI 
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Gambar 2.1. struktur organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

 Sesuai dengan Persekjen No. 6 Tahun 2021 Pasal 171 ayat 1 tentang tugas 

pokok dan fungsi Subbagian Acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Sekretariat Jenderal; Subbagian Penyelenggaran Upacara DPR RI 

danSekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan dukungan keprotokolan dalam 

acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat 

Jenderal.  

 Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri 

Sipil disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana 

kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 

Tugas pokok jabatan Analis Humas dan Protokolan sebagai berikut : 

1. Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian. 
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2. Menyusun tata urutan acara di dalam penerimaan tamu atau kegiatan upacara 

dalam kategori acara atau upacara dengan kompleksitas tinggi. 

3. Menata tempat acara atau tempat upacara berdasarkan ketentuan keprotokolan 

untuk kelancaran pelaksanaan acara atau upacara dalam kategori acara atau upacara 

dengan kompleksitas tinggi. 

4. Menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan di lingkungan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan 

Keahlian. 

5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait 

pelaksanaan acara atau upacara dalam kategori acara atau upacara dengan 

kompleksitas tinggi. 

6. Melaksanakan tugas sebagai pembawa acara pada acara atau upacara dalam 

kategori acara atau upacara dengan kompleksitas tinggi. 

7. Mengantar dan menjemput Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan tamu dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian berdasarkan perintah atasan agar tepat 

sampai tujuan dalam kategori acara dengan kompleksitas tinggi. 

8. Memandu kunjungan tamu (rombongan) untuk bertemu dengan pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai jadwal yang 

ditentukan agar kunjungan berjalan lancar. 

9. Menyusun laporan jumlah kegiatan penerimaan tamu pada acara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. 

10. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja 

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

A. Identifikasi Isu 

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakar adalah unsur pelaksana sebagian 

fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI  dipimpin oleh Kepala Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat di bawah naungan pimpinan langsung oleh Sekretaris 

Jenderal DPR RI Kmempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pembinaan, 

pemberian dukungan administrasi umum, kearsipan, dan keprotokolan.  Sesuai 

Peraturan SEKJEN DPR RI No.2 Tahun 2016, Pasal 16 Khususnya  subbagian 

Upacara melakukan dukungan keprotokolan dalam acara pimpinan DPR RI dan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Melakukan dukungan keprotokolan di 

bandara kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian.  

Berdasarkan pengamatan selama beberapa bulan bekerja di Bagian 

Protokol, penulis menemukan beberapa isu yang layak di bahas pada kegiatan 

aktualisasi ini. Dalam rancangan aktualisasi ini penulis mengangkat beberapa isu 

sebagai berikut : 

1.Isu ke 1: Belum Adanya Panduan Tata Penulisan Labelling Undangan secara 

digital di bagian Protokol DPR RI 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa 

DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPR 

RI yang berwenang. Ketiga fungsi tersebut. Dalam menajalankan tugasnya DPR 

mengadakan sidang maupun rapat seperti sidang RAPBN dan Sidang Paripurna. 

Pembahasan dan Penetapan RAPBN didahului dengan Pidato Presiden Pengantar 

RAPBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada 

DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.  

APBN sebagai manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunannya didasarkan pada 

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang telah diubah menjadi Pasał 23 ayat 
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(1), (2), dan (3). Dalam melaksanakan tugas di atas, berdasarkan Tatib DPR RI, 

Pasal 46, ayat (2), Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat: 1) 

mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; 2) 

mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas 

permintaan Panitia Anggaran maupun atas permintaan pihak lain; 3) mengadakan 

konsultasi dengan DPD; 4) mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan 

DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Panitia Anggaran untuk ditentukan 

tindak lanjutnya; 5) pembentukan Panitia Kerja; 6) mebab v 

lakukan tugas dan keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; 

7) mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk 

dimasukkan dalam acara DPR; dan 8) membuat inventarisasi masalah pada akhir 

masa keanggotaan DPR, baik yang sudah mapupun yang belum terselesaikan untuk 

dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Anggaran pada masa keanggotaan 

berikutnya. 

Sebelum melaksanakan rapat dan sidang tersebut DPR RI memberikan 

undangan  kehadiran terlebih dahulu yang ditujukan kepada para anggota Rapat 

meliputi Presiden beserta jajarany,  anggota fraksi Partai, Kementerian, Panglima 

TNI, Kepolisian, Petinggi Lembaga Negara, Gubernur Bank Indonesia, Staff 

Khusus Presiden dan unsur elemen negara lainya. Dalam praktiknya di DPR RI, 

dengan banyaknya tamu undangan yang melibatkan anggota serta Pejabat 

seringkali  membuat tidak teraturnya daftar list undangan yang akan didistribukan 

tersebut. Di Bagian protokol tidak semua staf petugas protokol sudah memiliki 

panduan format Labelling Undangan dan memiliki list data yang lengkap baik 

nama, gelar jabatan, serta alamat tamu undangan.  

Kondisi yang diharapkan dari pemecahan permasalahan yang timbul adalah 

adanya panduan tata penulisan labelling undangan dan daftar List data secara 

digital. Sehingga memudahkan untuk staf protokol dalam menjalankan tugasnya, 

khususnya untuk penugasan labelling undangan acara, rapat maupun sidang yang 

dilakansakan di DPR RI.  

Masalah tersebut cukup mendesak untuk segera bisa di perbaiki karena DPR 

RI seringkali mengadakan rapat kerja dan sidang paripurna. Apabila belum 
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optimalnya panduan tata penulisan labeling nama dan daftar list nama yang akan 

diundang, akan dapat menyebabkan kesulitan dan juga kesalahan penerimaan 

undangan yang berdampak pada ketidakkehadiran tamu peserta rapat atau sidang 

yang diselenggarakan oleh DPR RI. 

Sesuai dengan poin SMART ASN  yang memiliki konsep digital, inovatif, 

dan adaptif terhdapat perubahan zaman. Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam konsep inovasi yaitu Inovasi muncul 

karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi 

dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnyaSesuai dengan poin Komitmen 

inovasi yaitu Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan 

organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di 

sekitarnya. 

2.Isu ke dua: Kurangnya petugas Pembawa Acara (MC) di bagian acara Protokol 

DPR RI 

Protokol berkaitan dengan segala aktivitas keprotokolannya yang dalam 

setiap penyelenggaraan acara perlu diketahui tentang tata ruang, tata upacara, tata 

tempat, tata busana dan tata warkat. Sementara MC yang menjadi bagian dari 

Keprotokolan tugas utamanya adalah memandu acara dari awal hingga akhir dan 

bekerjasama dengan protokol lainnya untuk kelancaran sebuah acara. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan bila bertugas menjadi MC diantaranya adalah teknik 

berkomunikasi ketika memandu acara seperti cara bersikap sebagai MC, teknik 

vokal, dan teknik MC. Kemampuan berkomunikasi menjadi MC dan Protokol yang 

baik memerlukan latihan yang kontinyu agar semakin terampil. 

Menjadi MC dan Protokol yang baik tentu memerlukan teknik-tekniknya. 

Seseorang yang mampu memandu acara dapat dikatakan 92 sebagai komunikator 

atau public speaker seperti MC dan Protokol dalam keprotokolan. Petugas 

protokoler yang baik harus memahami bagaimana berkomunikasi dengan audiens. 

Belum maksimalnya petugas MC dalam melaksanakan tugasnya sebagai MC dapat 

mempengaruhi berjalanya suatu acara dan mempengaruhi kesan audience sehingga 

acara tersebut tidak berjalan dengan baik termasuk menyebabkan ketidaksesuaian 

RunDown acara yang telah disusun.  
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 Pegawai ASN di bagian Protokol DPR – RI diharapkan memiliki skill 

Public Speaking yang baik dan skill MC agar suatu acara tugas protokolan dapat 

berjalan dengan baik . MC harus mampu menciptakan suasana menyenangkan dan 

melibatkan audience. Selain aktivitas keprotokolan, pembawa acara atau yang biasa 

dikenal dengan MC (Master of Ceremony) memiliki peran penting dalam mencapai 

keberhasilan suksesnya sebuah acara/ kegiatan. Seorang MC harus mampu untuk 

mengenali audiens dalam sebuah acara, melakukan persiapan materi, berlatih, 

berpikir positif serta berdoa. 

3.Isu ke tiga: Minimnya Penggunaan Bahasa Inggris di bagian Acara Protokol 

Protokol memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kegiatan atau 

sebuah acara terutama kegiatan atau sebuah acara yang dihadiri oleh pimpinan 

institusi/organisasi. Etika komunikasi ini menjadi sangat penting karena kesalahan 

kecil dalam penyampaian pesan atau interaksi dapat berdampak besar terhadap citra 

pimpinan. Oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara etis dan 

profesional menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap petugas 

protokoler. 

Bahasa adalah komunikasi, bahasa inggris merupakan bahasa paling banyak 

digunakan dalam berkomunikasi secara internasional. Dalam kondisi yang terjadi 

Masih ditemukan  masih minimnya penggunaan bahasa inggris di bagian Protokol 

DPR RI baik menulis, membaca, dan berbicara. Hal ini dapat menyulitkan bahasa 

komunikasi dan penyampaikaninformasi antara Parlemen DPR RI dengan 

Parlemen negara asing atau Delegasi Asing karena keterbatasanya dalam berbahasa 

atau berkomunikasi. 

Penjelasan singkat terkait ketiga isu di atas dan keterkaitannya dengan 

kedudukan dan peran ASN mendukung SMART ASN dapat dilihat pada Tabel III.1 

di bawah ini: 



12 
 

No Rumusan 
Isu 

Kondisi Saat ini 
(Data & Fakta) 

Dampak Apabila 
Isu 
Tidak 
Diselesaikan 

Kondisi yang 
Diharapkan 

Keterkaitan dengan 
Kedudukan & Peran ASN 
mendukung SMART 
Governance 

1 - Belum 

Adanya 

Panduan 

Tata 

Penulisan 

Labelling 

Undangan 

secara 

digital di 

bagian 

Protokol 

DPR RI 

 

-Saat ini belum 
terdapat 
panduan atau 
petunjuk 
khusus 
mengenai 
aturan tata 
penulisan dan 
format labelling 
undangan 
untuk pimpinan 
maupun 
pejabat  secara 
digital 
-Daftar nama 
atau list 
database 
undangan 
masih dilakukan 
secara manual 
dan tidak 
terintegrasi 
dalam satu file 
sehingga data 
undangan 
masih terpisah-
pisah  dan 
seringkali 
terjadi 
perubahan 
untuk badan 
atau Lembaga 
yang akan 
diundang dalam 
kegiatan, acara 
atau rapat yang 
diselenggarakan 
oleh DPR RI.  

-Kurangnya rasa 
puas pelayanan 
Parlemen DPR RI 
terhadap  
Lembaga atau 
instansi lain 
yang akan hadir 
dalam suatu 
rapat atau acara 
atau sidang 
dikarenakan 
salah penulisan 
labeling 
undangan yang 
dituju dan dapat 
menurunkan 
profesionalisme 
kinerja DPR – RI 
-Dapat terjadi 
kesalahpahaman 
atau 
misskomunikasi 
yang 
mengakibatkan 
ketidakhadiran 
suatu lembaga 
atau instansi 
atau badan yang 
seharusnya 
hadir dalam 
acara atau rapat 
atau sidang yang 
diselenggarakan 
oleh DPR RI 
sehingga dapat 
memperhambat 
pembahasan 
rapat seperti 
pada sidang 
paripurna dan 
rapat RAPBN. 

-Pegawai ASN 
di bagian 
Protokol DPR RI 
memiliki 
kecakapan 
khusus dan 
profesioanalitas 
kerja dalam 
pembuatan dan 
format tata 
penulisan 
labelling 
undangan  
melalui adanya 
panduan tata 
penulisan 
labelling secara 
digital 
-Bagian 
Protokol DPR RI 
diharapkan 
memiliki file 
khusus digital 
seperti dalam 
bentuk file 
Drive yang 
berisi panduat 
pembuatan 
labellinhg 
undangan, data 
list atau daftar 
Undangan 
lengkap beserta 
nama, jabatan, 
dan alamat 
secara up to 
date agar 
mempermudah 
pekerjaan dan 
efisien. 

-Keterkaitan dengan 
Manajemen ASN 
Keterkaitan peningkatan 
panduan tata penulisan 
labelling undangan dan list 
data undangan secara 
digital yaitu: 
a. Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2010 

tentang keprotokolan 

dan acara negara atau 

acara resmi 

b. Dasar 

hukum Undang–

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan adalah 

Pasal 5 ayat (1). 
Kurangnya 

pelaksanaan dan 

belum adanya 

panduan tata 

penulisan terkait 

administrasi labelling 

undanagan 

bertentangan dengan 

UU no 9 tahun 2010 

yaitu . “Kompeten”. 

Digital Skill: “Panduan 
Tata Penulisan dalam 
bentuk buku saku dan 
video tutorial.  Petunjuk 
atau Panduan yang 
terstruktur secara digital 
akan memudahkan 
pekerjaan dalam proses 
pembuatan labeling 
undangan. 

2. 
 

Kurangnya 

petugas 

Pembawa 

-Masih banyak 
ASN yang 
belum cakap 
untuk 

-Kurangnya 
kemampuan 
petugas MC 
dalam 

-Pegawai ASN 
di bagian 
Protokol DPR – 
RI diharapkan 

Keterkaitan dengan 
Manajemen ASN 
Keterkaitan  peningkatan 
skill MC di bagian Protokol 
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Acara (MC) 

Protokol di 

bagian 

Acara 

Protokol 

DPR RI 

 

memandu 
berjalanya 
suatu acara 
(ditugaskan 
menjadi MC)  
dan lemahnya 
public speaking, 
masih demam 
panggung saat 
berbicara di 
depan umum.  
-Kurangnya 
Sumber Daya 
Manusia yang 
dapat 
ditugaskan 
sebagai MC 
apabila 
terdapat 
permintaan 
petugas MC 
Protokol baik 
dari acara 
Sekretariat 
Jenderal DPR RI 
maupun dari 
unit kerja lain.  
 

melaksanakan 
tugasnya 
sebagai MC 
dapat 
mempengaruhi 
berjalanya suatu 
acara dan 
mempengaruhi 
kesan audience 
sehingga acara 
tersebut tidak 
berjalan dengan 
baik termasuk 
menyebabkan 
ketidaksesuaian 
RunDown acara 
yang telah 
disusun.  
- ASN masih 
banyak yang 
belum cakap 
dalam skill MC, 
sementara 
permintaan 
petugas MC 
Protkol dari unit 
lain meningkat 
akan 
menyebabkan 
kekosongan 
kesediaan 
petugas MC dari 
protocol yang 
dianggap kurang 
Kompeten.   

memiliki skill 
Public Speaking 
yang baik dan 
skill MC agar 
suatu acara 
dapat berjalan 
dengan baik . 
MC harus 
mampu 
menciptakan 
suasana 
menyenangkan 
dan melibatkan 
audience.  
-Seluruh 
pegawai ASN 
Protokol DPR RI 
dapat memiliki 
skill MC agar 
saat 
dibutuhkan dari 
unit lain atau 
acara 
Skretarian 
Jenderal DPR RI 
tidak 
kekurangan 
orang atas 
permintaan MC 
dari unit 
Protokol.  

DPR RI adalah  UU Nomor 
9 Tahun 2010 Pasal 6 & 7 
tentang Acara Kenegaraan 
dan Acara Resmi. 
Kurangnya skill MC Acara 
di ASN Protokol DPR RI 
bertentangan nilai 
Kompeten.  
Digital Skill: “Pelatihan 
MC dan Public Speaking”. 
MC adalah ujung tombak 
13etika acara berlangsung 
dan salah satu aspek dari 
Protokol. Seorang MC  
harus memastikan bahwa 
acara berjalan sesuai alur 
tanpa melewati batas 
durasi.  

      

3. 
 

Minimnya 

penggunaan 

Bahasa 

Inggris di 

bagian 

Acara 

Protokol 

DPR RI 

-Masih  banyak 
pegawai ASN 
yang belum 
fasih dalam 
berbahasa 
inggris baik 
menulis, 
membaca, dan 
berbicara  
-Dalam 
penugasan 
pegawai ASN 
masih kesulitan 

-Dapat 
menurukan 
Kerjasama 
antara Parlemen 
DPR RI dengan 
Parlemen 
negara asing 
atau Delegasi 
Asing karena 
keterbatasanya 
dalam 
berbahasa atau 
komunikasi 

-Seluruh 
Pegawai ASN 
DPR RI 
diharapkan 
mampu 
berbahasa 
Inggris dengan 
lancar dan fasih 
baik menulis, 
membaca dan 
berbicara  
 
-Pekerjaan 

Keterkaitan dengan 
Manajemen ASN: 
Keterkaitan  peningkatan 
skill Bahasa Inggris di 
bagian Protokol DPR RI 
adalah  UU No 20 Tahun 
2023 pasal 83 A. 
Kurangnya kecakapan 
Bahasa inggris bagi  
petugas protocol 
bertentangan dengan UU 
UU No 20 Tahun 2023 
pasal 83 A yaitu 
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Table3.1 

 

 

Penetapan Isu Prioritas 

 

1.Teknis Analisis Isu 

Teknik USG merupakan kependekan dari Urgency, Seriousness, Growth 

merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus 

diselesaikan. Cara menggunakan USG adalah dengan menentukan tingkat urgensi, 

keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai (likert). Dalam 

menentukan prioritas masalah dilakukan dengan menggunakan metode USG 

(Urgency, Seriousness, dan Growth). Metode USG merupakan salah satu cara 

menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring 1-5 dan dengan 

mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG 

2. Pemilihan Isu Prioritas 

No Isu Nilai  Jumlah Prioritas 

U S G  

11 Belum Adanya Panduan Tata Penulisan 

Labelling Undangan Secara Digital di bagian 

Protokol DPR RI 

 

4 

 

3 

 

5 

  

12 

 

1 

21 Kurangnya petugas Pembawa Acara (MC) 

di bagian acara Protokol DPR RI 

 

2 

 

1 

 

3 

  

6 

 

3 

3 Minimnya Penggunaan Bahas Inggris di 

bagian Acara Protokol 

 

3 

 

2 

 

2 

  

7 

 

2 

saat 
berkomunikasi 
dan 
memberikan 
layanan tamu 
luar negeri atau 
delegasi asing 
menggunakan 
Bahasa Inggris.  

 
-Dapat 
menyulitkan 
pekerjaan 
khususnya 
pekerjaan yang 
berhubungan 
dengan negara 
asing seperti 
surat menyurat 
antar negara 
dan seringkali 
petunjuk  digital 
menggunakan 
Bahasa inggris.  

dapat menjadi 
lebih mudah 
apabila 
Pegawai ASN 
memahami 
Bahasa Inggris 
dengan baik, 
diberikan 
pelatihan dan 
kelas Intensif 
Bahasa Inggris 
karena Bahasa 
Inggris 
merupakan 
Bahasa 
Internasional. 

Kompeten.  
Digital Skill: “English 
Intensive Class” Bahasa 
Inggris merupakan bahasa 
Internasional dan melalui 
peningkatan skill Bhs 
Inggris bagi ASN dapat 
menciptakan ASN yang 
professional, kompeten 
dan berintegritas. 
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Table 3.2 

 

 

 

 

Keterangan :  

 SSKOR KATEGORI INDIKATOR 

 

 

URGENCY 

5 Sangat Mendesak Ha  Harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan 

4 Mendesak H    Harus  diselesaikan dalam waktu 6 bulan 

3 Cukup Mendesak H    Harus   diselesaikan dalam waktu 9 bulan 

2 Kurang Mendesak H    Harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan 

1 Tidak Mendesak Har Harus diselesaikan dalam waktu 15 bulan 

 

 

SERIOUSNESS 

5 Sangat Serius D     Dampak terhadap instansi sangat tinggi 

4 Serius Da  Dampak  terhadap instansi  tinggi 

3 Cukup Serius        Dampak terhadap instansi cukup tinggi 

2 Kurang Serius         Dampak terhadap instansi kurang tinggi 

1 Tidak Serius Dampak terhadap instansi rendah 

 

 

GROWTH 

5 Sangat Serius Ada kemungkinan isu memburuk sangat tinggi  

4 Serius Ada kemungkinan isu memburuk tinggi 

3 Cukup Serius Ada kemungkinan isu memburuk cukup tinggi 

2 Kurang Serius Ada kemungkinan isu memburuk kurang tinggi 

1 Tidak Serius Ada kemungkinan isu memburuk rendah 

Table 3.3 

Berdasarkan metode penapisan isu menggunakan metode USG maka diperoleh Isu 

pertama yaitu “Belum Adanya Panduan Tata Penulisan Labelling Undangan & List Data 

Undangan Secara Digital di bagian Protokol DPR RI”. Adapun pembahasan terkait 

pendekatan USG dengan isu yang pilih adalah sebagai berikut: 

a. Urgency 

Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas bila dikaitkan dengan 

waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan 

masalah yang menyebabkan isu tersebut. Karena Isu Belum adanya panduan tata penulisan 

labelling undangan acara, atau kegiatan baik rapat maupun sidang di bagian Protokol 

Setjen DPR RI, maka isu ini menjadi isu yang mendesak untuk bahas. Karena bersentuhan 
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langsung dengan keprotokolan di lingkungan DPR dimana DPR RI merupakan salah satu 

Lembaga tertinggi negara yang memegang wewenang legislatif. Oleh karena itu, dapat 

diupayakan secepat mungkin demi menciptakan nilai berorientasi pada pelayanan.  

b.Seriousness 

Seriousness adalah seberapa isu tersebut perlu dibahas bila dikaitkan dengan akibat 

yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu terebut atau 

akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak 

diperhatikan. Kaitannya dengan keprotokolan di lingkungan DPR RI, dalam hal 

seriousness menjadi sangat tinggi karena agenda rapat atau sidang kenegaraan yang 

cukup sering dengan undangan yang menghadiri berbeda-beda pula dengan tingkat 

jabatan yang bervariasi. Oleh karena itu, pembuatan panduan  tata penulisan labeling 

undangan menjadi isu yang serius. 

c. Growth 

Growth adalah seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi 

berkembang bila dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk 

bila dibiarkan. Dalam hal pelayanan keprotokolan labelling undangan acara atau kegiatan baik 

rapat maupun sidang, dengan pelayanan yang baik diharapkan hal tersebut dapat mengatisipasi 

kesalahpahaman atau misskomunikasi yang mengakibatkan ketidakhadiran suatu lembaga atau 

instansi atau badan yang seharusnya hadir dalam acara atau rapat atau sidang yang 

diselenggarakan oleh DPR RI sehingga dapat memperhambat pembahasan rapat seperti pada 

sidang paripurna dan rapat RAPBN. 

 

B. Analisis Isu 

Setelah melakukan analisis mendalam, isu " Belum Adanya Panduan Tata Penulisan 

Labelling Undangan secara digital di bagian Protokol DPR RI" dipilih sebagai isu 

prioritas utama. Isu ini dianggap sangat mendesak karena ketidakpastian tata penulisan 

label undangan  dapat mengganggu efisiensi dan koordinasi tamu undangan sidang/acara 

atau rapat yang diadakan oleh DPR RI. Tanpa adanya panduan tata penulisan, 

pengelolaan serta format dalam undangan akan menghadapi kesulitan, yang dapat 

menghambat operasi dan hasil kerja sidang DPR RI. Masalah ini berpotensi memburuk 

dengan cepat jika tidak segera diatasi, menyebabkan kesalahpahaman dan 

ketidakhadiranya tamu undangan yang seharusnya hadir serta masalah koordinasi yang 
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lebih lanjut. Berikut beberapa bukti pendukung contoh kesalahan dalam penulisan 

labelling yang berdampak pada ketidaksesuaian penamaan undangan yang dapat 

menghambat pekerjaan.  

         

 

 

Gambar 3.1     Gambar 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Oleh karena itu, penanganan segera terhadap panduan tata penulisan labeling 

undangan penting untuk memastikan kelancaran operasional dan efektivitas kerja di 

bagian Protokol DPR- RI. 

C. Gagasan Pemecah Isu 

Dalam mengatasi permasalahan Belum Adanya Panduan Tata Penulisan Labelling 

Undangan secara digitalyang berlokasi di lingkungan Setjen DPR RI. penulis 

mempunyai gagasan pemecahan isu yaitu “Pembuatan Tata Penulisan Labelling 

Undangan Secara Digital” 

Panduan tata penulisan labelling undangan di kompleks DPR RI bagi Anggota 

dewan dan pejabat Setjen DPR RI yang akan dicoba untuk diaktualisasikan dalam 

habituasi berisi terkait dengan pedoman yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

panduan tata penulisan labelling dan video tutorial membuat labelling undangan baik 



18 
 

untuk acara atau kegiatan sidang dan rapat yang diselenggarakan oleh DPR RI. Pada 

panduan tersebut penulis akan mencoba untuk menyusun Langkah-langkah membuat 

labelling uandangan dan panduan tata penulisan serta format dalam penulisan labelling 

undangan. Sehingga nantinya dapat memudahkan untuk staf protokol dalam 

menjalankan tugasnya, khususnya bagi staf baru yang agar cepat memahami tugas-tugas 

dari keprotokolan. Serta dapat membantu unit kerja lain dalam membuat dan mencetak 

labelling undangan sidang atau acara rapat di DPR RI.  
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  BAB IV  

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

Matriks Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja   : Biro Protokol & Hubungan Masyarakat 

Identifikasi Isu : 1. Belum Adanya Panduan Tata Penulisan Labelling    Undangan    secara digital di bagian Protokol DPR RI 

2. Kurangnya petugas Pembawa Acara (MC) Protokol di bagian Acara Protokol DPR RI 

3. Minimnya Penggunaan Bahas Inggris di bagian Acara Protokol DPR RI 

Isu yang diangkat : Belum Adanya Panduan Tata Penulisan Labelling    Undangan  secara digital di bagian Protokol DPR 

RI 

Gagasan Pemecahan Isu :   Panduan Tata Penulisan Labelling Undangan Secara Digital  

 

No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Agenda II Nilai-nilai 

Dasar ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/ 

Tujuan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 

Planning 

(Perencanaan): 

Persiapan, 

perencanaan dan 

koordinasi 

dengan mentor 

rencana 

pembuatan 

a. Mengidentifikasi 

database nama 

pejabat/piminan, anggota 

DPR, Menteri atau Wakil 

Menteri, Prsiden beserta 

jajaranya dan peserta 

yang akan diundang 

 

Dokumen 

hasil 

identifikasi 

data 

undangan 

Akuntabilitas: 

Memastikan bahwa 

semua data yang relevan 

diidentifikasi dan dicatat 

dengan benar untuk 

dipertanggungjawabkan. 

 

Harmonis: dengan 

Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital Skills: Petunjuk atau 

Panduan yang terstruktur 

secara digital akan 

memudahkan pekerjaan 

dalam proses pembuatan 

Dengan mengidentifikasi 

database nama daftar 

pimpinan atau pejabat 

melakukan diskusi dengan 

mentor, kegiatan ini  

menunjukkan nilai Akuntabel 

karena dalam setiap kegiatan 

yang akan dilakukan penulis, 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Agenda II Nilai-nilai 

Dasar ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/ 

Tujuan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

panduan labeling 

undangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melakukan diskusi 

terarah dengan mentor 

dapat meningkatkan 

Kerjasama yang baik. 

Kompeten: Terus 

belajar dan 

mengembangkan 

kapabilitas melalui 

konsultasi dan sharing 

dengan mentor  

 

 

labeling undangan 

diperlukan ketrampilan 

tekonologi dan informasi 

 

Keterkaitan dengan 

Manajemen ASN: 

Mendukung pengembangan 

kompetensi ASN dalam hal 

manajemen data, sebagaimana 

diatur dalam UU untuk 

meningkatkan efisiensi kerja 

ASN. 

terdapat persetujuan dari 

mentor sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan 

sehingga sesuai dengan visi 

organisasi 

 

 
 

b. Menyusun rencana 

kerja yang mencakup 

pengumpulan data, 

pembuatan timeline, serta 

pembuatan panduan atau 

video tutorial labeling 

undangan 

 

Dokumen 

rencana kerja 

yang tersusun 

sistematis 

Adaptif: dengan 

Menyusun penggunaan 

panduan secara digital dan 

perubahan bentuk media 

dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan zaman. 

Kaloboratif: Selalu aktif 

dan terbuka untuk 

masukan dari mentor dan 

rekan kerja, membangun 

Kerjasama yang baik.  

Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital Skill: Menguasai 

keterampilan dalam pembuatan 

timeline dan penggunaan aplikasi  

edit video 

MANAJEMEN ASN: 

Mendukung pengembangan 

kompetensi ASN dalam hal 

manajemen data, sebagaimana 

diatur dalam UU untuk 

meningkatkan efisiensi kerja 

ASN. 

Mendukung Setjen DPR RI 

untuk menjadi Sekretariat 

Jenderal yang profesional dan 

modern melalui pengumpulan 

data yang akurat dan sistematis. 

 

2 

Organizing 

Pengorganisasian 

data dan sumber 

daya untuk 

a. Mengumpulkan data, 

berdiskusi serta 

 

Kumpulan data 

Langkah-

Kaloborasi: Pengumpulan 

materi juga dilakukan 

dengan berkoordinasi 

Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital Skill: 

Keterampilan dalam pengelolaan 

Profesional 

D        Diskusi terarah dengan 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Agenda II Nilai-nilai 

Dasar ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/ 

Tujuan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

memastikan 

efektivitas dalam 

pelaksanaan 

rencana yang 

telah disusun 

berkonsultasi dengan 

mentor  

 

 

langkah dan 

format 

penulisan 

labeling 

undangan 

 

 

 

 

 

bersama mentor dan rekan 

kerja sehingga memiliki 

nilai kerjasama.  

Beroientasi Pelayanan: 

Tercermin dalam kegiatan 

ini yang merupakan sebuah 

kegiatan yang menunjang 

pelayanan bagi publik. 

Dimana panduan tata 

penulisan labeling 

undangan akan digunakan 

untuk pelaksanaan acara 

atau kegiatan rapat/sidang 

di DPR RI. 

dan pengelompokan data 

menggunakan alat digital 

Keterkaitan dengan 

Manajemen ASN: 

Perbaikan sistem membantu 

dalam menjaga kualitas dan 

efisiensi kinerja ASN, sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang 

diatur dalam UU 20/2023 

mentormerupakan kegiatan 

yang menunjukkan sikap 

etos kerja yang baik. 

 

 

 

 

b. Menyusun timeline dan 

membnuat panduan atau 

video tutorial penulisan 

laebbeling undangan 

Buku saku 

panduan dan 

video tutorial 

labelling 

undangan 

secara digital 

Kompeten: :Penulis 

sebagai ASN 

menunjukan 

professional dalam 

bekerja, terbuka pada 

inovasi, dan memiliki 

keahlian. 

Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital skill: penyusunan 

materi secara runtut dan 

penggunaan aplikasi digital 

Manajemen ASN: 

Mendukung pengembangan 

kompetensi ASN dalam hal 

manajemen data, sebagaimana 

diatur dalam UU untuk 

meningkatkan efisiensi kerja 

Terselenggaranya dukungan 

keprotokolan dalam acara 

Pimpinan rapat atau sidang yang 

diselenggarakan oleh DPR RI 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Agenda II Nilai-nilai 

Dasar ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/ 

Tujuan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ASN. 

 

 

 

 

     •  

3 

Actuating 

(Pelaksanaan): 

Implementasi 

rencana yang 

telah disusun  

a. 

Mengimplementasika

n dan membuat 

design/konsep  

panduan penulisan 

labeling atau video 

tutorial dan cetak 

labeling undangan 

Panduan tata 

penulisan 

labeling atau 

video tutorial 

pembuatan 

labeling 

undangan 

Adaptif: 

Memanfaatkan teknologi 

untuk mendukung 

kelancaran tugas dan 

koordinasi 

Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital Skill: Tercermin dari 

tahapan membuat desain atau 

konsep video baik 

menggunakan aplikasi digital 

yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

Manajemen ASN: 

Implementasi ini meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan tugas ASN 

 

Mendukung Setjen DPR RI 

untuk menjadi Sekretariat 

Jenderal yang profesional dan 

modern melalui pengumpulan 

data yang akurat dan sistematis. 

 

 

 
 

b. 

Melaksanakan 

sosialisasi panduan 

tata penulisan atau 

video tutorial 

pembuatan  labeling 

secara digital di 

lingkup Protokol 

DPR RI 

Dokumentasi 

kegiatan 

sosialisasi 

Berorientasi Pelayanan: 

Memastikan koordinasi 

lebih baik, mendukung 

penyampaian layanan 

yang cepat dan akurat 

Kolaboratif:  

Mendorong kerja sama 

dan pemahaman bersama 

melalui sosialisasi. 

 Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital Skill: Komunikasi & 

Publick Speaking. Tercermin 

dari proses berosialiasi dan 

berbicara di depan umum 

Keterkaitan dengan 

Manajemen ASN: 

Melaksanakan sosialisasi 

Ikut kontribusi dalam rangka 

perbaikan mutu pelayanan 

keprotokolan di Bagian Protokol 

Setjen DPR RI 
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No 

 

Kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 

 

Output / Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Agenda II Nilai-nilai 

Dasar ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 

SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/ 

Tujuan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 adalah bagian dari 

pengembangan kompetensi 

ASN untuk memenuhi standar 

profesionalisme 

 

4 

Controlling 

(Pengendalian): 

Pemantauan dan 

evaluasi terhadap 

pelaksanaan 

rencana 

Mengevaluasi hasil kerja 

yang telah 

diimplementasikan, 

termasuk efektivitas dan 

efisiensi dalam 

pembuatan labeling 

undangan 

 

Adaptif: 

Responsif terhadap 

kebutuhan perubahan 

untuk memastikan sistem 

terus relevan dan efektif 

Loyal: 

Berkomitmen untuk terus 

meningkatkan panduan 

yang sudah diterapkan. 

 

Keterkaitan dengan SMART 

ASN: 

Digital Skill: Mendorong 

budaya peningkatan 

berkelanjutan dalam panduan 

atau videl tutorial secara digital 

Keterkaitan dengan 

Manajemen ASN: 

Evaluasi ini membantu dalam 

memastikan bahwa kinerja 

ASN dikelola dengan cara yang 

efisien dan efektif. 

 

Ikut kontribusi dalam rangka 

perbaikan mutu pelayanan 

keprotokolan di Bagian Protokol 

Setjen DPR RI 

Table 4.1 
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RENCANA JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI 

 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Planning (Perencanaan) 

a. Mengidentifikasi database nama 

pejabat/piminan, anggota DPR, 

Menteri atau Wakil Menteri, 

Prsiden beserta jajaranya dan 

peserta yang akan diundang  

            

b.Menyusun rencana kerja yang 

mencakup pengumpulan data, 

pembuatan timeline, serta 

pembuatan panduan atau video 

tutorial labeling undangan  

            

2. Organizing (Pengorganisasian) 

a. Mengumpulkan dan meminta 

materi terkait pembuatan panduan 

tatape nulisan undangan untuk 

acara rapat atau sidang di 

kompleks DPR RI   

            

a) Menyusun timeline dan 
membnuat panduan atau 
video tutorial penulisan 
laebbeling undangan 

            

 

3. Actuating (Pelaksanaan): 

a) Mengimplementasikan dan 
membuat design/konsep  
panduan penulisan labeling 
atau video tutorial dan cetak 
labeling undangan. 

            

b) Melaksanakan sosialisasi 
panduan tata penulisan atau 
video tutorial pembuatan  
labeling secara digital di 
lingkup Protokol DPR RI 

            

4 Controlling (Pengendalian): 

a) Mengevaluasi hasil kerja yang 
telah diimplementasikan, 
termasuk efektivitas dan 
efisiensi dalam pembuatan 
labeling undangan 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Dalam melaksanakan kegiatan Aktualisasi, penulis mengalami kemajuan 

pelaksanaan dari rencana pelaksanaan di Rancangan Aktualisasi. Hal ini 

dikarenakan jumlah kegiatan yang ada di Bagian Protokol cukup tinggi, waktu 

luang dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Sehingga kegiatan-kegiatan yang 

dirasa dapat dilaksanakan sekaligus, diupayakan untuk diselesaikan di waktu yang 

sama. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat diselesaikan lebih 

cepat dari waktu yang direncanakan sebagai berikut: 

• Tahapan Kegiatan Planning (Perencanaan): Pada tanggal 25-31 Agustus 

2025 (minggu terakhir bulan Agustus 2025). 

• Tahapan Organizing (Pengorganisasian). Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 1-7 September 2025 (minggu pertama bulan September 2025). 

• Tahapan Actuating (Pelaksanaan). Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8-

27 September (minggu ke dua, ke tiga, dan ke empat bulan September 

2025). 

• Tahapan Controlling  (Pengendalian). Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 

27 September – 7 Oktober 2025 (minggu ke tiga bulan September – Minggu 

pertama bulan Oktober 2025). 

 

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Planning (Perencanaan) 

a. Mengidentifikasi database nama 

pejabat/piminan, anggota DPR, 

Menteri atau Wakil Menteri, 
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No Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Prsiden beserta jajaranya dan 

peserta yang akan diundang  
b.Menyusun rencana kerja yang 

mencakup pengumpulan data, 

pembuatan timeline, serta 

pembuatan panduan atau video 

tutorial labeling undangan  

            

2. Organizing (Pengorganisasian) 

a. Mengumpulkan dan meminta 

materi terkait pembuatan panduan 

tatape nulisan undangan untuk 

acara rapat atau sidang di 

kompleks DPR RI   

            

b) Menyusun timeline dan 
membnuat panduan atau 
video tutorial penulisan 
laebbeling undangan 

            

 

3. Actuating (Pelaksanaan): 

c) Mengimplementasikan dan 
membuat design/konsep  
panduan penulisan labeling 
atau video tutorial dan cetak 
labeling undangan. 

            

d) Melaksanakan sosialisasi 
panduan tata penulisan atau 
video tutorial pembuatan  
labeling secara digital di 
lingkup Protokol DPR RI 

            

4 Controlling (Pengendalian): 

b) Mengevaluasi hasil kerja yang 
telah diimplementasikan, 
termasuk efektivitas dan 
efisiensi dalam pembuatan 
labeling undangan 
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B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

Dalam pembuatan panduan tata penulisan labelling undangan ini, penulis mengerjakan 

dengan beberapa tahapan kegiatan agar memudahkan penulis dalam menyusun panduan tata 

tempat sebagai berikut : 

A. Planning (Perencanaan) 

A. 1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1: Mengidentifikasi database nama pejabat/piminan, 

anggota DPR, Menteri atau Wakil Menteri, Presiden beserta jajaranya dan peserta 

undangan. 

Tahapan pelaksanaan dalam mengidentifikasi database nama pejabat/pimpinan, anggota 

DPR, Menteri atau Wakil Menteri, Presiden beserta jajarannya, serta peserta undangan diawali 

dengan pengumpulan data awal melalui sumber resmi, seperti laman instansi pemerintah, 

sekretariat lembaga, serta arsip internal yang tersedia dan melalui link spreadsheet internal yang 

disediakan oleh bagian Protokol DPR RI. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data untuk 

memastikan keakuratan nama, jabatan, dan kedudukan terkini dari setiap pejabat atau peserta 

undangan, sehingga memudahkan pencarian, penyusunan daftar hadir, serta penyampaian 

undangan resmi atau acara resmi. Kegiatan ini dilakukan pada minggu terakhir bulan Agustus 202. 

Berikut link spreadsheet daftar undangan:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHw3SCZh2DYgrgJUJXdeeD-

BShL3g1s3/edit?gid=1220440313#gid=1220440313 .  

Pengumpulan data di website resmi Lembaga/Instansi: 

 

 

 

       Gambar. 5.1  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHw3SCZh2DYgrgJUJXdeeD-BShL3g1s3/edit?gid=1220440313#gid=1220440313
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHw3SCZh2DYgrgJUJXdeeD-BShL3g1s3/edit?gid=1220440313#gid=1220440313
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       Gambar. 5.2 

Dengan adanya identifikasi dan pengumpulan data daftar undangan ini, penulis dapat memasukan 

dan memudahkan dalam pembuatan labelling undangan. 

A.2 Menyusun Rencana Kerja yang Mencakup Pengumpulan Data dan Konsep Pembuatan 

Panduan Atau Video Tutorial Labeling Undangan 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan pelaksanaan kegiatan, perlu 

dilakukan penyusunan rencana kerja yang terstruktur. Rencana kerja tersebut mencakup tahapan 

pengumpulan data sebagai dasar perencanaan, penyusunan timeline untuk mengatur alur kegiatan 

secara sistematis, serta pembuatan panduan atau video tutorial terkait proses labeling undangan. 

Dengan adanya rencana yang jelas dan panduan yang mudah dipahami, diharapkan seluruh 

tahapan pekerjaan dapat berjalan lebih efisien, meminimalisasi kesalahan, serta mendukung 

kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. 

Pada tahap ini penulis memetakan terkait data dan design pembuatan panduan tata penulisan 

labeling secara digital serta bahan dan video tutorialnya. Dalam hal ini penulis membuat panduan 

buku saku dengan menggunakan aplikasi Canva. Kegiatan ini dilakukan pada minggu terakhir 

bulan Agustus 2025. 
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    Gambar. 5.3    Gambar. 5.4 

A.3  Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN, Manajemen ASN, dan Dukungan 

terhadap Pencapaian Visi/Misi Organisasi  

 1. Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN 

• Nilai Akuntabilitas: Memastikan bahwa semua data yang relevan diidentifikasi dan 

dicatat dengan benar untuk dipertanggungjawabkan 

• Nilai Harmonis: dengan melakukan diskusi terarah dengan mentor dapat 

meningkatkan Kerjasama  dan hubungan yang baik. 

• Nilai Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas melalui konsultasi 

dan sharing dengan mentor  

• Nilai Adaptif: dengan Menyusun penggunaan panduan secara digital dan perubahan 

bentuk media dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 

• Nilai Kaloboratif: Selalu aktif dan terbuka untuk masukan dari mentor dan rekan 

kerja, membangun Kerjasama yang baik 

2. Keterkaitan dengan SMART ASN: 

Dalam konteks SMART ASN, dua tahapan kegiatan tersebut mencerminkan pemanfaatan 

teknologi informasi yang modern. Penggunaan keterampilan digital (digital skills) diperlukan 

dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber data.Petunjuk atau Panduan yang terstruktur secara 
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digital akan memudahkan pekerjaan dalam proses pembuatan labeling undangan diperlukan 

ketrampilan tekonologi dan informasi. Digital Skills sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan 

petunjuk atau panduan labeling undangan ini , terutama jika disajikan secara terstruktur dalam 

bentuk digital seperti link data spreedsheet, website resmi intansi dan sebagainya. Dengan 

keterampilan teknologi dan informasi, pegawai dapat lebih mudah mengakses, memahami, serta 

mengikuti langkah-langkah yang tersedia, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan minim 

kesalahan. Pemanfaatan panduan digital juga mendukung fleksibilitas, karena dapat diakses kapan 

saja dan di mana saja, serta memungkinkan pembaruan informasi secara cepat sesuai kebutuhan.. 

3. Keterkaitan dengan Manajemen ASN: 

Mendukung pengembangan kompetensi ASN dalam hal manajemen data, sebagaimana 

diatur dalam UU untuk meningkatkan efisiensi kerja ASN. Keterkaitan dengan Manajemen ASN 

terlihat dalam upaya mendukung pengembangan kompetensi ASN, khususnya dalam hal 

manajemen data yang menjadi bagian penting dari tugas administrasi pemerintahan. Hal ini sejalan 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas 

ASN untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan penguasaan manajemen data yang 

baik, ASN dapat mengelola informasi secara lebih sistematis, akurat, dan transparan, sehingga 

mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang profesional. 

4. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Kedua kegiatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung upaya Setjen 

DPR RI untuk menjadi profesional dan modern. Identifikasi sumber data yang terfragmentasi 

memungkinkan proses pengumpulan informasi yang lebih akurat dan sistematis, sehingga data 

penugasan dapat diintegrasikan dalam satu platform yang memudahkan akses dan pengelolaan. 

Dengan mengidentifikasi database berisi daftar nama pimpinan atau pejabat serta melakukan 

diskusi dengan mentor, kegiatan ini mencerminkan nilai Akuntabel da menunjukkan keselarasan 

dengan visi organisasi untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam 

setiap pelaksanaan tugas. 
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B. Organizing (Pengorganisasian) 

B.1  Mengorganisir informasi, Berdiskusi serta Berkonsultasi dengan Mentor 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapat arahan dan masukan dari mentor mentor dalam 

kaitannya dengan Panduan. Hal ini berguna agar terciptanya kesinambungan dalam hal pengertian 

terhadap Panduan tata penulisan labeling undangan yang penulis akan buat. Kegiatan ini dilakukan 

pada minggu pertama bulan September 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.5 

 Dengan adanya diskusi ini, penulis dapat menyerap masukan dan saran dari mentor serta 

pengenalan aktor – aktor yang terlibat dalam pembuatan panduan tata penulisan label undangan.  

B.2 Menyusun Timeline dan membuat panduan atau video tutorial penulisan laebbeling 

undangan 

Dalam rangka memastikan ketepatan dan konsistensi dalam proses penulisan labeling 

undangan, langkah yang dilakukan adalah menyusun timeline kegiatan serta membuat panduan 

atau video tutorial yang mudah dipahami. Penyusunan timeline bertujuan untuk mengatur alur 

kerja secara terstruktur, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga perencanaan sosialisasi, 

sehingga setiap tahapan dapat terlaksana tepat waktu. Sementara itu, pembuatan panduan tertulis 

maupun video tutorial dimaksudkan sebagai acuan praktis bagi seluruh tim agar memiliki 

pemahaman yang sama mengenai standar penulisan dan teknis pelabelan.  
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Gambar. 5.6 

Dengan adanya panduan tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan serta meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama 

bulan September 2025. 

B.3  Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN, Manajemen ASN, dan Dukungan 

terhadap Pencapaian Visi/Misi Organisasi  

1. Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN 

• Nilai Kaloborasi: Pengumpulan materi juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama 

mentor dan rekan kerja sehingga memiliki nilai kerjasama.  

• Nilai Beroientasi Pelayanan: Tercermin dalam kegiatan ini yang merupakan sebuah 

kegiatan yang menunjang pelayanan bagi publik. Dimana panduan tata penulisan labeling 

undangan akan digunakan untuk pelaksanaan acara atau kegiatan rapat/sidang di DPR RI. 

• Nilai Kompeten: :Penulis sebagai ASN menunjukan professional dalam bekerja, terbuka 

pada inovasi, dan memiliki keahlian. 

 

2. Keterkaitan dengan SMART ASN: 

Digital skill: penyusunan materi secara runtut dan penggunaan aplikasi digital. kegiatan 

tersebut berkaitan dengan SMART ASN.  Dalam mengorganisir data jadwal timeline rencana 

pembautan panduan tata penulisan lebeling, penulis menunjukkan digital skills dalam 

pengelolaan data menggunakan alat digital. Penulis menggunakan aplikasi Canva 

menecerminkan bahwa ASN cakap menggunakan dan memanfaatkan Teknologi dengan baik. 

 

3. Penerapan Manajemen ASN 
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Kedua tahapan pada kegiatan organizing memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN. 

Pengorganisasian data jadwal atau penyusunan timeline yang berfokus pada pengelompokan 

berdasarkan prioritas mendukung penerapan sistem merit, meningkatkan efisiensi dan 

transparansi. Penyusunan timeline yang diintegrasikan ke dalam pembuatan tata penulisan labeling 

undangan baik buku saku maupun video tutorial pada pengelolaan kinerja ASN yang terstruktur, 

memudahkan koordinasi dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai jadwal. keterampilan dalam 

penggunaan alat digital, sdapat menciptakan budaya kerja proaktif dan responsif terhadap 

perubahan, yang meningkatkan profesionalisme pelayanan publik. 

4. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

Diskusi terarah dengan mentor merupakan wujud sikap profesional yang mencerminkan etos 

kerja yang baik, karena setiap langkah yang diambil didasarkan pada masukan dan arahan yang 

jelas. Hal ini sejalan dengan terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam acara pimpinan rapat 

atau sidang yang diselenggarakan oleh DPR RI, di mana ketelitian, koordinasi, dan tanggung 

jawab menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran serta kredibilitas acara resmi tersebut. 

C. Actuating (Pelaksanaan) 

A.1 Mengimplementasikan dan membuat design/konsep panduan penulisan labeling atau 

video tutorial dan cetak labeling undangan 

1. Membuat design dengan Aplikasi Canva 

Penulis Membuat desain panduan tata penulisan label undangan dengan aplikasi Canva 

merupakan langkah inovatif untuk menghadirkan panduan yang lebih menarik, praktis, dan mudah 

dipahami. Melalui Canva, panduan dapat dibuat dengan tampilan visual yang rapi, menggunakan 

kombinasi warna, font, serta ilustrasi yang sesuai sehingga informasi lebih jelas dan enak dibaca. 

Proses perancangan ini juga memanfaatkan fitur template yang tersedia, sehingga memudahkan 

dalam menyusun tata letak serta menambahkan elemen grafis pendukung. Dengan demikian, 

panduan tata penulisan label undangan tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis, tetapi juga 

menjadi media informasi yang profesional dan komunikatif.  

Pembuatan desain panduan tata penulisan label undangan dengan menggunakan aplikasi 

Canva merupakan salah satu bentuk inovasi dalam mendukung efektivitas kerja. Melalui fitur 
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desain yang tersedia, panduan dapat disajikan secara lebih sistematis, informatif, dan menarik 

sehingga mudah dipahami oleh setiap pengguna. Selain itu, penggunaan Canva juga 

memungkinkan penyusunan tata letak yang rapi serta konsistensi tampilan, sehingga panduan ini 

memiliki nilai profesionalitas sekaligus menjadi acuan resmi dalam penerapan aturan penulisan 

label undangan. Kegiatan ini dilakukan pada minggu ke dua  bulan September 2025.  

 

 

 

 

 

 

    Gambar. 5.7 

2.  Merekam Video Tutorial dengan kamera Handphone  

Merekam video tutorial panduan membuat labelling undangan dilakukan secara runtut 

menggunakan kamera handphone. Proses ini diawali dengan menyiapkan skenario atau alur 

penjelasan agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan 

memanfaatkan kamera handphone, perekaman dapat dilakukan secara praktis tanpa memerlukan 

peralatan khusus, namun tetap menghasilkan kualitas gambar dan suara yang memadai. Tahapan 

yang direkam meliputi penjelasan langkah-langkah mulai dari persiapan data, cara penulisan nama, 

hingga penerapan label pada undangan. Melalui video ini, penonton dapat mengikuti panduan 

secara visual dan langsung mempraktikkan sesuai arahan, sehingga hasil pelabelan undangan 

menjadi lebih rapi, tepat, dan sesuai standar. Setelah itu penulis mengupload video tersebut dalam 

youtube dan dikemas dalam link digital yang sederhana. Kegiatan ini dilakukan pada minggu ke 

tiga  bulan September 2025.  
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Gambar 5.8 

      

        Gambar. 5.9 

 

B.2  Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN, Manajemen ASN, dan Dukungan 

terhadap Pencapaian Visi/Misi Organisasi  

1. Penerapan Nilai Ber-AKHLAK 

Kedua tahapan kegiatan tersebut berkaitan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif berikut. 

• Nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari usaha untuk memastikan panduan tata 

penulisan labeling undangan dan video tutorialnya agar mempermudah proses pekerjaan. 

• Nilai Kompeten terlihat tercermin dalam kemampuan mengelompokkan data, 

mendesaign dengan aplikasi Canva, dan Video tutorial digital serta menyusun timeline 

yang efektif untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. 

• Nilai Harmonis dan Kolaboratif diterapkan melalui koordinasi dengan mentor dan 

senior serta rekan kerja dalam menggali informasi atau bahan yang dibutuhkan.  

• Nilai Loyal tercermin dari pengelolaan data jadwal dengan komitmen untuk kepentingan 

bersama, untukmendukung pelaksanaan tugas yang lebih efisien. 

• Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan menyesuaikan timeline dan jadwal dengan 

perubahan yang dinamis, sehingga memastikan semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu 

tanpa mengganggu proses lainnya. 

2. Keterkaitan dengan SMART ASN 

Kegiatan tersebut berkaitan dengan SMART ASN Digital skill , tercermin dari kemampuan 

dalam membuat desain atau konsep video dengan memanfaatkan aplikasi digital yang relevan. Setiap 

tahapan, mulai dari perencanaan ide, penyusunan alur, hingga pengolahan visual dan audio, dilakukan 
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secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 

tidak hanya sebatas alat bantu, tetapi juga sebagai wujud profesionalisme dan akuntabilitas dalam 

menghasilkan karya yang bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

3. Penerapan Manajemen ASN 

Pada kegiatan ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan tugas ASN. Setiap proses kerja dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga 

memudahkan monitoring serta evaluasi kinerja secara objektif. Selain itu, penerapan langkah ini juga 

mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih profesional, dimana setiap ASN memiliki tanggung 

jawab yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

4. Dukungan terhadap Pencapaian Visi Misi Organisasi 

 Dalam kegiatan ini penulis turut serta mendukung Setjen DPR RI untuk menjadi 

Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dapat diwujudkan melalui pengumpulan data 

yang akurat dan sistematis. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola 

organisasi yang transparan, efektif, dan efisien. Data yang terstruktur dengan baik tidak hanya 

mempermudah proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas 

pelayanan. Dengan demikian, Setjen DPR RI mampu bertransformasi menjadi institusi yang 

adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menjawab kebutuhan stakeholders secara 

optimal. 

A.2 Melaksanakan sosialisasi panduan tata penulisan atau video tutorial pembuatan  

labeling secara digital di lingkup Protokol DPR RI 

1. Pembuatan Undangan Sosialisasi 

Pada tahap Setelah menyelesaikan design dan mencentak panduan tata penulisan labeling 

undangan beserta video turorialnya secara digital, kemudian yang dilakukan pada tahap 

selanjutnya adalah pembuatan undangan sosialisasi. Undangan sosialisasi disebarluaskan di grup 

WhasApp Protokol DPR RI dan surat undangan resmi yang ditujukan oleh kepala bagian Protokol 

yang ditujukan kepada rekan kerja dan seluruh bagian di Protokol DPR RI. Realisasi kegiatan 

penyebaran undangan sosialisasi ini dilakukan pada hari Senin tanggal 22 September 2025.  
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  Gambar. 5.10 Undangan Sosialisasi   Gambar. 5.11 Undangan Sosialisasi 

 

2. Pelaksanaan Sosialisasi Panduan Tata Penulisan Labelling Undangan 

Sosialisasi panduan tata tempat ini dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya 

penyamaan persepsi terkait pengaturan panduan penulisan labeling undangan antara penulis 

dengan staf protokol di Bagian Protokol.  Dalam rapat ini penulis mempresentasikan poin-poin 

apa saja yang akan dilakukan guna terlaksananya proses aktualisasi yang ada kaitannya dengan 

Bagian Protokol. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025   
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Gambar. 5.12 

B.2  Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN, Manajemen ASN, dan Dukungan 

terhadap Pencapaian Visi/Misi Organisasi  

1. Penerapan Nilai Ber-AKHLAK, SMART ASN 

Dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi panduan tata penulisan 

labeling undangan, nilai ber-AKHLAK yang diterapkan adalah Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

• Nilai Berorientasi Pelayanan terwujud melalui penyampaian panduan dan sosialisasi 

yang memudahkan proses pekerjaan labeling undangan dan mendukung layanan yang 

cepat dan dan seragam di bagian Protokol DPR RI. 

• Nilai Akuntabel tercermin dari panduan atau video tutorial tata penuliasan undangan 

secara digital sehingga memudahkan pertanggungjawaban. 

• Nilai Kompeten terlihat dalam kemampuan digital dan aplikasi design Canva secara 

efektif, memanfaatkan teknologi untuk membuat buku panduan dan pengelolaan tugas 

yang lebih baik. 

• Nilai Harmonis tercermin dalam kerja sama yang baik dengan rekan kerja saat menyusun 

panduan dan melakukan sosialisasi. 

• Nilai Loyal ditunjukkan melalui komitmen untuk membantu rekan kerja dalam 

memahami dan mengadopsi teknologi baru. 

• Nilai Adaptif terlihat dari penggunaan teknologi untuk mendukung kelancaran tugas dan 
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koordinasi yang dinamis sesuai kebutuhan. 

• Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sosialisasi dan komunikasi yang efektif dengan 

rekan kerja. 

2. Keterkaitan dengan SMART ASN 

Komunikasi dan Public Speaking tercermin dari kemampuan ASN untuk berinteraksi 

secara efektif baik secara langsung maupun melalui media digital. Proses berosialisasi dan 

berbicara di depan umum menjadi wujud nyata penguasaan keterampilan ini, karena menuntut 

kemampuan menyampaikan ide, informasi, serta pesan dengan jelas, sopan, dan professional. 

 

3.Keterkaitan dengan Manajemen ASN: 

Melaksanakan sosialisasi merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi ASN 

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi antarpegawai. Kegiatan ini 

mendukung pemenuhan standar profesionalisme ASN, karena melalui sosialisasi, pegawai 

mampu menyampaikan informasi dengan jelas, memahami kebijakan organisasi secara 

menyeluruh, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan 

transparansi yang menjadi dasar Manajemen ASN. 

 

D. Controlling (Pengendalian) 

 

Mengevaluasi hasil kerja yang telah diimplementasikan, termasuk efektivitas dan efisiensi 

dalam pembuatan labeling undangan 

Evaluasi terhadap prototype panduan tata penulisan labeling undangan dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner kepada rekan kerja dan pegawai di bagian Protokol DPR RI. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan pengguna tentang panduan tata penulisan labeling 

undangan, serta mengidentifikasi efektivitas panduan tata penulisan labeling undangan. Penulis 

menyusun survei yang dirancang untuk mengumpulkan masukan dari seluruh pengguna terkait 

buku panduan. Survei dilaksanakan menggunakan Google Form dan disebarkan melalui 

WhatsApp, baik secara personal maupun grup. Kuesioner dapat diakses melalui 

https://forms.gle/yXbQn7Zp3tCM65c67 .Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, didapatkan 

jumlah responden sebanyak 17 orang. Ringkasan hasil survei adalah sebagai berikut: 

https://forms.gle/yXbQn7Zp3tCM65c67
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Gambar 5.13 Hasil Survei 

 

SARAN & MASUKAN 

Berdasarkan masukan dari responden mengenai Panduan Tata Penulisan Labelling 

Undangan secara Digital, secara umum mayoritas memberikan tanggapan positif dan menyatakan 

bahwa panduan ini sudah baik. Namun, ada beberapa saran pengembangan yang dapat 

dipertimbangkan untuk peningkatan lebih lanjut. Berikut tanggapan atau saran dari beberapa 

koresposnden: 
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Gambar 5.14 Masukan & Saran 

C.Stakeholder 

    Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi terdapat pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah 

pihak-pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian isu “Belum Adanya Panduan Tata Penulisan 

Labelling Undangan Secara Digital di bagian Protokol DPR RI”. 

 Stakeholder yang Terlibat dalam Kegiatan Aktualisasi 

No Stakeholders Peran dalam Kegiatan Aktualisasi Keterangan 

1 
Nadia Amelia 

Angesti, A.Md 
Pelaksana aktualisasi 

CPNS Pengelola 

Keprotokolan 

2 Naomy 
Coach yang membantu pembahasan 

dalam penulisan laporan 
Widyaiswara 

3 
Fakhri Uzair, 

S.I.Kom. 

Mentor dalam pelaksanaan 

aktualisasi 
Analis Protokol 

4 
Dewi Maheswari 

Pramesti, S.Ip., M.Sc 

Membantu dalam pelaksanaan 

aktualisasi 

Kepala Pusat Analisis 

Keparlemenan 

5 Ariq 

Membantu dalam pelaksanaan 

aktualisasi pengumpulan data yang 

dibutuhkan 

Analis Protokol 

Tabel 5.1 
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D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi, antara lain 

perangkat computer dan handphone yang belum memadai untuk proses video tutorial sehingga 

menghambat proses pengambilan video yang jernih pada saat melaksanakan dokumentasi langkah-

langkah pembuatan labelling undangan, dan proses edit video yang memakan waktu relative lama 

serta penyimpanan memori perangkat/handphone yang sudah penuh. Kendala tersebut dapat 

diatasi dengan memanfaatkan aplikasi screen record dan menggunakan kamera handphone yang 

jernih serta memilih aplikasi edit video yang mudah digunakan dengan fitur lengkap serta 

menghapus data yang tidak penting/clear cache data pada perangkat untuk mengosongkan memori 

penyimpananya untuk pembuatan panduat tata penulisan labeling undangan secara digital. Dengan 

adanya solusi tersebut, kegiatan tetap dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

yang telah direncanakan. 

E. Analisis Dampak 

Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi: 

Jangka Pendek: Panduan penulisan labelling disusun secara rapi, Pekerjaan menjadi seragam, 

undangan diterima dengan tepat. Jika alamat atau nama pejabat yang akan diundang ditulis salah, 

undangan bisa tidak sampai ke orang yang dimaksud atau menimbulkan keraguan apakah benar 

undangan itu untuk mereka 

Jangka Menengah: Menurunkan tingkat risiko kesalahan – dengan panduan atau alur yang 

jelas,  Menyinggung atau menurunkan rasa hormat. Salah ejaan nama, gelar, atau jabatan bisa 

dianggap kurang menghargai penerima. Misalnya salah menulis “Bapak Drs. H. Andi” menjadi 

“Bpk Andi” saja, bisa menimbulkan kesan kurang sopan. 

Jangka Panjang: Menjaga citra penyelenggara acara atau sidang/rapat DPR RI yang 

professional, membantu pegawai atau petugas protocol yang baru, sehingga lebih efektif dan 

efisien 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dalam rangka kegiatan aktualisasi Latsar CPNS, saya melaksanakan program digitalisasi 

panduan tata penulisan labelling dengan memanfaatkan platform digital video tutorial. Kegiatan 

ini dilatarbelakangi oleh belum adanya panduan tata penulisan/format labelling undangan untuk 

acara resmi yang diselenggarakan oleh DPR RI baik sidang atau rapat dan kegiatan. Melalui 

kegiatan ini, saya membuat buku panduan dengan video tutorial secara digital mengenai 

penulisan labelling undangan. Selain itu, saya juga memberikan sosialisasi singkat kepada rekan 

kerja mengenai cara penggunaan dan mengenai langkah--langkah membuat dan mencetak 

labelling undangan. Pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan nilai akuntabilitas melalui 

pengelolaan dokumen yang transparan, nasionalisme dengan mendukung tata kelola 

pemerintahan yang baik, etika publik melalui pelayanan administrasi yang lebih cepat dan 

komitmen mutu dengan menghadirkan sistem kerja yang efektif.  

Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai acuan atau panduan pembuatan dan tata penulisan 

labelling undangan, kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan efisiensi dalam pelayanan 

di bagian unit kerja Protokol DPR RI. Dengan adanya panduan tata penulisan labelling undangan 

secara digital ini diharapkan seluruh staf di Bagian Protokol dapat menggunakan panduan 

tersebut menjalankan tugas dalam pembuatan labelling undnagan untuk acara atau kegiatan 

seperti sidang maupun rapat yang diselenggarakan oleh DPR RI khususnya di bagian Protokol 

DPR RI. 

 

B. B. SARAN 

Saran untuk keberlanjutan panduan tata penulisan labelling undangan secara digital 

ini adalah agar dapat dipergunakan dengan baik dan dapat dilakukan pembenahan terhadap 

panduan atau buku saku secara digital. Panduan ini berperan penting sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tugas, sehingga perlu disusun secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh 

seluruh pegawai. Melalui pembenahan panduan atau buku saku dan video tutorial, 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan kerja akibat perbedaan persepsi, 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta memperkuat pemahaman 

pegawai baru terhadap mekanisme kerja di lingkungan Protokol Sekretariat Jenderal DPR 

RI. Selain itu, buku panduan yang diperbarui juga dapat menjadi media informasi yang 
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praktis, sehingga membantu terciptanya budaya kerja yang lebih profesional, tertib, dan 

selaras dengan visi serta misi organisasi. 
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Lampiran 1 

Penugasan Mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 



49  

Lampiran 2 
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Lampiran 3 

Kegiatan Sosialisasi 
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Lampiran V 

Buku Panduan Labelling Undangan 
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Lampiran  

Rancangan Aksi Bela Negara 
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Form Alat Bantu Mentor 
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